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PRESIDIUM 
DEWAN PIMPINAN PUSAT  

KONGRES ADVOKAT INDONESIA 
 

PERATURAN ORGANISASI 
Nomor :  PO-01 /PRES.DPP-KAI/VIII/2024 

 
Tentang  

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
Menimbang : a. Bahwa telah menjadi kewajiban bagi seluruh anggota / 

unsur pimpinan Kongres Advokat Indoensia (KAI) diseluruh 
tingkatan untuk melaksanakan seluruh keputusan Kongres 
Nasional Luar Biasa dan Kongres Nasional  IV KAI tahun 
2024; 

b. Bahwa untuk menjamin agar setiap elemen KAI baik 
anggota dan / atau unsur Pimpinan KAI di semua tingkatan 
berjalan  baik, tertib dan disiplin, sehingga   tata kelola 
organisasi KAI di semua tingkatan berjalan lancar, maka 
mutlak dibutuhkan adanya aturan baku untuk menata hal 
tersebut. 

c. Bahwa untuk itu  perlu ditetapkan Peraturan Organisasi KAI 
Nomor  : PO-01/PRES.DPP-KAI/VIII/2024 tentang DISIPLIN 
DAN SANKSI ORGANISASI KONGRES ADVOKAT 
INDONESIA. 

 
Mengingat : a. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

b. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2022; 
c. Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Kongres 

Advokat Indonesia Tahun 2024; 
d. Keputusan Kongres Nasional Kongres Advokat Indonesia IV 

Tahun 2024 Nomor: SKEP-06/KN IV/KAI/VI/24 Tentang 
Pengesahan Presidium dan Formatur Terpilih Dewan 
Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Periode 2024-
2029 tanggal 8 Juni 2024; 

e. Keputusan Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres 
Advokat Indonesia Nomor: 001/KEPT/DPP-KAI/VII/2024 
tentang Penetapan Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat 
Kongres Advokat Indonesia Periode Tahun 2024-2029 
tanggal 1 Juli 2024; 
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Memperhatikan : a. Saran dan pendapat Anggota Presidium Dewan Pimpinan 
Pusat Kongres Advokat Indonesia yang berkembang pada  
Rapat Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat 
Indonesia Tanggal 1 Agustus 2024; 

b. Saran dan pendapat Honorary Chairman Kongres Advokat 
Indonesia; 

c. Situasi dan kondisi pengelolaan dan perjalanan organisasi 
saat ini. 
 

M E M U T U S K A N : 
 

MENETAPKAN : 1. Peraturan Organisasi Kongres Advokat Indonesia Nomor 
PO-01/PRES.DPP-KAI /VIII/2024 tentang Disiplin Dan 
Sanksi Organisasi Kongres Advokat Indonesia. 

2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Kongres Advokat 
Indonesia.  Nomor PO-01/PRES.DPP-KAI/VIII/2024 tentang 
Disiplin Dan Sanksi Organisasi  Kongres Advokat Indonesia. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Disiplin Organisasi KAI yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut disiplin 
organisasi dan sanksi organisasi, merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan 
norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh 
seluruh elemen  anggota dan / atau unsur pimpinan / pengurus di semua tingkatan  tanpa 
kecuali termasuk mereka yang menjabat di semua tingakatan kepengurusan Organisasi KAI. 

                                                          Pasal 2 

1) Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Organisasi KAI berupa 
hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota dan / atau  anggota Presidium Dewan 
Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan Penasehat  Dewan 
Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah beserta jajaran DPD / 
anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / Anggota Dewan Kehormatan 
Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran DPP / anggota Dewan 
Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan 
Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas 
Advokat KAI yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah melanggar Disiplin 
Organisasi. 

2) Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan /    atau  
anggota Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota 
Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan 
Daerah beserta jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / 
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Anggota Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta 
jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan 
Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / 
Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI dilakukan oleh Team Khusus / Team Ad Hoc yang 
dibentuk melalui Surat Keputusan Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI .  

 
BAB II 

PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI 
Pasal 3 

Yang dimaksud sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi dalam Peraturan Organisasi 
ini adalah : 

a. Mengganti Kewarganegaraan RI dengan Warga Negara lain; 

b. Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak / mencemarkan / merendahkan nama 
baik dan kewibawaan organisasi KAI; 

c. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang 
termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAI, keputusan-
keputusan KN IV KAI TAHUN 2024 / KNLB KAI TAHUN 2024, keputusan-keputusan 
RAKERNAS/RAPIMNAS KAI dan Peraturan Organisasi KAI atau ketentuan lain yang 
telah dikeluarkan oleh Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI. 

d. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar keputusan yang telah diambil 
dan / atau dikeluarkan oleh Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI. 

e. Bagi unsur Pimpinan / Pengurus KAI di semua tingkatan, yang dengan sengaja tidak 
memenuhi panggilan/undangan rapat-rapat yang wajib dihadirinya sebanyak 3 (tiga) 
kali berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

f. Bagi unsur Pengurus / Pimpinan KAI disemua tingkatan, yang melanggar dan  / atau 
menyalah gunakan  kewenangan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat 
mandat untuk menjalankan tugas. 

                                                        Pasal 4 

Keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi diambil 
dan disahkan dalam suatu rapat Tim Ad Hoc KAI yang dibentuk khusus untuk itu dan 
pengesahaanya dilakukan  oleh Presidium xDewan Pimpinan Pusat melalui Surat Keputusan 
Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI.  
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BAB III 

MEKANISME PENILAIAN PELANGGARAN 
Pasal 5 

1) Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota dan   /   
atau  anggota Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota 
Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan 
Daerah beserta jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / 
Anggota Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta 
jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan 
Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / 
Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai derajat 
pelanggaran sebagai berikut : 

a. Pelanggaran yang dilakukan Anggota dan /    atau  anggota Presidium Dewan 
Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan Penasehat  
Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah beserta 
jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / Anggota 
Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta 
jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota 
Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan 
Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI yang mempunyai 
dampak terhadap kondusivitas salah satu Dewan Pimpinan  Cabang KAI , akan 
diselesaikan oleh team yang beranggotakan yang berasal dari unsur Dewan 
Pimpinan Cabang  dan unsur Dewan Pimpinan Daerah KAI. 

b. Pelanggaran yang dilakukan Anggota dan /    atau  anggota Presidium Dewan 
Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan Penasehat  
Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah beserta 
jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / Anggota 
Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta 
jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota 
Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan 
Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI yang mempunyai 
dampak terhadap kondusivitas beberapa Dewan Pimpinan  Cabang / Dewan 
Pimpinan Daerah hingga ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat, akan diselesaikan oleh 
team yang beranggotakan unsur Dewan Pimpinan Cabang, unsur Dewan Pimpinan 
Daerah dan unsur Dewan Pimpinan Pusat KAI. 

c. Khusus untuk Pelanggaran yang dilakukan Anggota dan /    atau  anggota 
Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan 
Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah 
beserta jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / 
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Anggota Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat 
beserta jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / 
Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina 
Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI yang mempunyai 
dampak terhadap kepentingan KAI secara kelembagaan dan  pihak  lain diluar KAI 
akan diselesaikan oleh team khusus yang beranggotakan unsur Dewan Pimpinan  
Pusat, HC, unsur Dewan Penasehat,  unsur Dewan Kehormatan dan unsur Dewan  
Pembina KAI. 

2) Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota dan /    
atau  anggota Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota 
Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan 
Daerah beserta jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / 
Anggota Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta 
jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan 
Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / 
Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI dibahas terlebih dahulu dalam rapat team ad hoc 
yang dibentuk khusus untuk itu tanpa dihadiri oleh anggota yang bersangkutan atau 
anggota  yang diduga melakukan pelanggaran disilpin organisasi. 

3) Bagi Anggota Kongres Advokat Indonesia yang terbukti memiliki keanggotaan 
ganda/rangkap maka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dapat langsung 
mengambil tindakan disiplin yang diperlukan. 

Pasal 6 

Penilaian pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota dan / atau  anggota 
Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan 
Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah beserta 
jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / Anggota Dewan 
Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran DPP / 
anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan Kehormatan Dewan 
Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi 
Pengawas Advokat KAI, harus dilakukan dengan prinsip : obyektifitas, netralitas, validitas 
dan integritas yang tinggi serta prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada terperiksa yang bersangkutan  untuk melakukan pembelaan diri. 

 
BAB IV 

BENTUK SANKSI 
Pasal 7 

1) Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran Disiplin Organisasi dan pemberian 
Sanksi Organisasi yang diberikan kepada Anggota dan / atau  anggota Presidium 
Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / Anggota Dewan Penasehat  
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Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Daerah beserta jajaran 
DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah / Anggota Dewan 
Kehormatan Daerah / Anggota Presidium Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran DPP 
/ anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan Kehormatan 
Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota 
Komisi Pengawas Advokat KAI  dilaksanakan  berdasarkan rekomendasi tim ad hoc / 
tim pemeriksa melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Surat peringatan tertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua oleh 
Presidium Dewan Pipinan Pusat  KAI.    

b. Apabila surat peringatan tertulis pertama dan kedua tidak diindahkan maka 
dibuatkan surat peringatan ketiga disertai ancaman sanksi yang akan dijatuhkan 
jika yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan. 

c. Apabila surat peringatan ketiga yang disertai dengan ancaman sanksi 
sebagaimana ayat (b), jika yang bersangkutan tetap  tidak mengindahkan dan 
masih juga tidak ada perbaikan/perubahan serta tindak lanjut dari yang 
bersangkutan, maka Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI akan mengundang 
team ad hoc / team pemeriksa  yang menangani permasalahan yang bersangkutan 
guna merumuskan sanksi selanjutnya dan diterbitkan Surat Keputusan Penjatuhan 
sanksi kepada yang bersangkutan oleh Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI 
sesuai rekomendasi dari Team Pemeriksa / Team  Ad-hoc yang memeriksa dan 
menangani permasalahan dimaksud.  

Selanjutnya Surat Keputusan Presidium Dewan Pimpinan Pusat dimaksud akan 
disampaikan baik kepada yang bersangkutan maupun pihak terkait lainnya. 

d. Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan pada Anggota  dan /    atau  
anggota Presidium Dewan Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran DPC / 
Anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Presidium Dewan 
Pimpinan Daerah beserta jajaran DPD / Anggota  Dewan Penasehat Dewan 
Pimpinan Daerah / Anggota Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium 
Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran DPP / anggota Dewan Penasehat  Dewan 
Pimpinan    Pusat / Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota 
Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI,  
adalah sebagai berikut : 

(1) Dinyatakan bersalah; 

(2) Dikenakan skorsing sementara dari keanggotaan KAI dan / atau dari 
anggota Presidium atau jajaran Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Dewan 
Penasehat Cabang / Anggota Presidium atau jajaran Dewan Pimpinan 
Daerah / Anggota Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah /Anggota 
Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium atau jajaran Dewan 
Pimpinan Pusat / anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / 
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Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan 
Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI. 

(3) Dikenakan Pemberhentian permanen   dari keanggotaan KAI dan / atau dari 
anggota Presidium atau jajaran Dewan Pimpinan Cabang / Anggota Dewan 
Penasehat Cabang / Anggota Presidium  atau jajaran Dewan Pimpinan 
Daerah / Anggota Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah /Anggota 
Dewan Kehormatan Daerah / Anggota Presidium atau jajaran  Dewan 
Pimpinan Pusat / Anggota Dewan Penasehat  Dewan Pimpinan    Pusat / 
Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Dewan 
Pembina Dewan Pimpinan Pusat / Anggota Komisi Pengawas Advokat KAI. 

2) Berita acara tentang keputusan-keputusan penjatuhan sanksi organisasi tersebut 
harus disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban di KONGRES NASIONAL / 
KONGRES NASIONAL LUAR BIASA KAI berikutnya. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini namun telah diatur 
didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONGRES ADVOKAT 
INDONESIA , jika sangat diperlukan  akan di terbitkan  Peraturan Organisasi lainnya 
oleh PRESIDIUM Dewan Pimpinan Pusat KONGRES ADVOKAT INDONESIA.  

2) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan 
perbaikan seperlunya. 

                                                               Pasal 13 

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal  : 12 Agustus 2024 

 
 

PRESIDIUM 
DEWAN PIMPINAN PUSAT 

KONGRES ADVOKAT INDONESIA 
 
 
 

 
 

ADV. Dr. KP. H. HERU S. NOTONEGORO, 
SH., MH., CIL., CRA. 

Ketua Presidium 
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ADV. DIYAH SASANTI R,  
SH., MH., MBA., M.Kn., CLA., CIL., CRA. 

ADV. H. ALDWIN RAHADIAN M,  
SH., MAP., CIL. 

 
 
 
 
 

ADV. Dr. UMAR HUSIN, SH., MH., CRA. 

 
 
 
 
 

ADV. PHEO M. HUTABARAT, SH. 
 

 
 

 
 

ADV. PROF. DENNY INDRAYANA, 
SH., LLM., PhD. 

 
 
 
 

ADV. RUKHI SANTOSO, SH., MBA., CIL. 

 
 

 
 

 
ADV. MUH. ISRAQ MAHMUD,  

SHi., CLA., CIL. 
 

 
 

 
 
 

ADV. Dr. RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL. 
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